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Abstract: The background of the research is due to several reasons, including: (1) Utilization of potential
fishery resources is related to the livelihood of many people. Since the first time, resources have been
conserved to sustain life with traditional abilities, this of course will not be able to improve welfare without
being supported by fair policies, currently the community does not get justice according to the existing
law; (2) Legal regulation on the promotion of traditional rights is very necessary, in addition to providing
improvement to the sustainability of fishery resources, it can also improve people's welfare. (3)
Policy/legal arrangements for the promotion of traditional rights/fishermen through legal arrangements.
The research objectives are 1. To find out through a study of law on the use of fishery resources based on
law enforcement and justice in the marine and coastal areas of North Sulawesi Province; 2. To examine
the reality of the implementation of the use of fishery resources based on law enforcement and justice in
the marine and coastal areas of North Sulawesi Province whether it is in accordance with the das sollen or
whether it is in accordance with the relevant legal rules; 3. Finding a legal finding, namely a fair use
solution for the promotion of traditional/fishermen's rights to the use of fishery resources based on law
enforcement and justice in the marine and coastal areas of North Sulawesi Province. Fair use of fishery
resources will ensure the continuity of marine and coastal resources, which are used sustainably for
generations.
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Abstrak: Latar belakang penelitian dikarenakan beberapa alasan antara lain: (1) Pemanfaatan potensi
sumber daya prikanan terkait dengan hajat hidup orang banyak. Sejak dahulu sumber daya dilestarikan
untuk mempertahankan hidup dengan kemampuan yang tradisional, hal ini tentu tidak akan dapat
meningkatkan kesejahtraan tanpa ditopang oleh kebijakan yang adil, saat ini masyarakat tersebut tidak
mendapatkan keadilan sesuai hukum yang ada; (2) Pengaturan hukum terhadap pemajuan hak-hak
tradisional sangat diperlukan, selain memberikan peningkatan terhadap kelestarian sumber daya
perikanan, juga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat (3) Kebijakan/pengaturan hukum terhadap
pemajuan hak-hak tradisional/nelayan melalui pengaturan hukum. Tujuan penelitian adalah 1. Untuk
mengetahui melalui kajian ilmu hukum pemanfaatan sumber daya perikanan berbasis penegakan hukum
dan keadilan di wilayah laut dan pesisir Provinsi Sulawesi Utara; 2. Untuk mengetahui mengkaji realitas
pelaksanaan pemanfaatan sumber daya perikanan berbasis penegakan hukum dan keadilan di wilayah
laut dan pesisir Provinsi Sulawesi Utara apakah sesuai dengan das sollen atau apakah sesuai dengan
aturan-aturan huykum yang terkait; 3. Menemukan suatu temuan hukum yaitu solusi pemanfaatan yang
berkeadilan untuk pemajuan hak-hak tradisional/nelayan terhadap pemanfaatan sumber daya perikanan
berbasis penegakan hukum dan keadilan di wilayah laut dan pesisir Provinsi Sulawesi Utara. Pemanfaatan
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sumber daya perikanan yang berkeadilan, akan dapat menjamin kelangsungan sumber daya laut dan
pesisir, dimanfaatkan secara berkesinambungan untuk generasi ke generasi.

Kata kunci: laut; pesisir; sumber daya perikanan

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki luas perairan mencapai 3,25 juta
km2 atau sekitar 63 persen wilayah Indonesia dan memiliki garis pantai sepanjang
95.181 km. Luas perairan tersebut, termasuk didalamnya laut, memiliki potensi produksi
lestari ikan laut yang cukup besar, dengan asumsi sekitar 6,51 juta ton/tahun atau 8,2%
dari total potensi produksi ikan laut dunia. Selain itu, panjang pantai yang dimiliki sangat
potensial untuk pengembangan usaha garam. Sumber daya perikanan diwilayah
Indonesia menghadapi berbagai ancaman, fakta bahwa dari aspek perlindungan
terhadap kapal tradisional/nelayan belum optimal, adanya ancaman dari aspek sosial
antara lain rendahnya aksesibilitas dan kurangnya penerimaan terhadap nelayan lokal.
Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum untuk dapat memanfaatkan sumber
daya perikanan untuk kesejahteraan dan kelangsungan hidup seluruh umat manusia
dari generasi ke generasi.

Pasal 18A Ayat (2) UUD NRI 1945 menentukan bahwa hubungan pemanfaatan sumber
daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-undang.
Selanjutnya dalam Pasal 18B ayat (2) menentukan bahwa negara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.

Hukum Internasional telah menunjukan pada dunia bahwa pemanfaatan sumber daya
kemaritiman sudah menjadi keinginan Negara-negara yang berlangsung sejak lama atas
kedaulatannya di wilaytah laut, untuk itu pula yang mengikuti perkembangan Konvensi
Hukum Laut dari UNCLOS | tahun 1958, UNCLOS Il Tahun 1960 sampai UNCLOS Il Tahun
1982%. Pada Konfrensi tersebut, terdapat perbedaan kepentingan negara-negara
maritim.

Konferensi ini berupaya menjawab kembali persoalan-persoalan lingkungan yang
semakin serius terutama penegasan kembali Pembangunan Berkelanjutan (World
Summit on Sustainable Development, WSSD). WSSD menyoroti bahwa lingkungan global
terus mengalami kerusakan; globalisasi telah menambah dimensi baru, cepatnya

1 Lihat J.subagyo. 1993. Hukum Laut Indonesia. Rineka Cipta: Bandung. HIm. 43 dan lihat pula dalam Marhaeni Ria
Siombo. Ibid.
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integrasi pasar; arus modal dan investasi terus bergerak menjadi peluang serta
tantangan yang baru dengan adanya kondisi di mana negara-negara berkembang lebih
mengalami kesulitan menghadapi tantangan ini.

Agenda 21 KTT Bumi Rio de Janeiro 1992, pada intinya telah meletakan paradigma
pembangunan yang berkelanjutan  (sustainable development) sebagai ideologi
pembangunan di mana dalam agenda tersebut ditetapkan bahwa 3 (tiga) aspek
penting yang saling berhubungan, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan yang harus
selalu terkandung dalam derajat yang sama atau seimbang guna penetapan suatu
kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Perlindungan hak-hak masyarakat yang sering termarjinalkan, dan tidak sesuai dengan
dasar konstitusional yang ada diharapkan dapat diberdayakan melalui penegakan
hukum dan keadilan untuk dapat mengatasi masalah kemiskinan di laut dan pesisir.
Solusi tersebut, dapat meningkatkan keseimbangan antara tingkat pemanfaatan sumber
daya kemaritiman dan kepulauan untuk kepentingan ekonomi dengan kebutuhan
generasi yang akan datang. Perlindungan terhadap sector kemaritiman khususnya
terhadap kapal nelayan tradisional merupakan bagian dari keberlanjutan lingkungan
laut dan pesisir yaitu suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan
pengendalian sumber daya pesisir antar sektor, antara pemerintah dan pemerintah
daerah, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat sehingga daerah memainkan peranan sangat penting untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat tradisional. Peningkatan kesejahteraan rakyat
dalam laju perkembangan yang sangat cepat masih merupakan prioritas dalam negara
hukum Indonesia yang menjamin perlindungan hak-hak masyarakat namun dalam
kenyataannya perlindungan masyarakat tradisional belum mencapai titik optimal.

Menindaklanjuti amanat konstitusi, hukum internasional dan dengan melihat
kenyataan-kenyataan dalam perlindungan hak-hak masyarakat dalam pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya kemaritiman, berbagai peraturan perundang-undangan
berkaitan erat dengan pengelolaan sumber daya kemaritiman telah diundangkan antara
lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria , Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang
Perairan Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004 dan perubahannya yaitu Undang-undang No. 45 Tahun 2009
tentang Perikanan , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil,
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Undang-Undang
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Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan
merupakan acuan dalam penataan norma hukum nasional sehingga legislasi Nasional
dapat mencegah tumpang tindih peraturan perundang-undangan, disharmonisasi
norma dan konflik kewenangan antara lembaga-lembaga yang merupakan pelaksana
Undang-Undang tersebut.  Acuan ketika terjadi kondisi-kondisi berupa kesenjangan
peraturan, tumpang tindih, penafsiran ganda, dan lain-lain dapat pula diatasi dengan
berpedoman kepada asas-asas: (1) Lex specialist derogate legi generalis, yakni
mengutamakan Undang-undang Khusus; (2) Lex superiori derogate legi inferiori, yakni
menggunakan Undang-undang/peraturan yang lebih tinggi; (3) Lex posteriori derogate
legi priori, yakni menggunakan Undang-undang /ketentuan yang lebih baru dan
mengenyampingkan Undang-undang /ketentuan yang terdahulu.

Pemajuan hak-hak tradisional/nelayan dalam hukum laut memerlukan pengaturan
hukum yang lebih optimal dengan mengutamakan penegakkan hukum dan kadilan.
Masalah penting yang berkembang saat ini adalah dalam tataran praktis, kemiskinan
nelayan dikarenakan pendapatannya lebih kecil daripada pengeluaran sehingga tidak
mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Pelaksanaan hukum, sering memarginalkan
kapal tradisional yang setiap hari beroperasi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-
hari, dan dalam palaksanaan peraturan sering memprioritaskan kapal-kapal besar yang
ada. Hal ini tidak menunjukan adanya keadilan dan bertentangan dengan Konstitusi
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir untuk memberikan kesejahteraan bagi
rakyat, dengan melakukan pengaturan dan implementasi secara adil sebagaimana
diamanatkan dalam UUD NRI 1945 baik dalam alinea ke-empat maupun dalam Pasal 33
UUD NRI 1945. Pasal 18A Ayat (2) UUD NRI 1945 menentukan bahwa hubungan
pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan
Undang-undang. Selanjutnya dalam Pasal 18B ayat (2) menentukan bahwa negara
mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.

Nelayan sebagai subjek utama dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya
kelautan dan perikanan perlu mendapat perhatian. Konvensi ILO Nomor 188 Tahun
2007 tentang Pengaturan Bekerja di Bidang Perikanan (the Work in Fishing Convention)
menyatakan bahwa pekerjaan di bidang perikanan khususnya penangkapan sebagai
jenis pekerjaan yang berbahaya dibandingkan dengan jenis pekerjaan lainnya. Pekerjaan
tersebut memiliki resiko terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja di atas kapal perikanan
dan tindak pidana yang mengancam kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan,
seperti illegal, unreported, and unregulated fishing dan penangkapan biota-biota laut
vang dilindungi. Selain itu, nelayan merupakan pihak yang berkontribusi sebagai
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penyedia produk hayati kelautan dan perikanan, baik untuk kebutuhan konsumsi
maupun industri pengolahan.

Fakta di atas menunjukan adanya pelanggaran terhadap pemajuan hak-hak masyarakat
pesisir. Keberpihakan pemerintah melalui penegakan hukum dan keadilan tampak tidak
diprioritaskan. Investasi seharusnya dapat memberikan kepastian hukum melalui
penerapan prinsip tata kelola pesisir terhadap pengelolaan dan pemanfaatan, melalui
pemberdayaan masyarakat pesisir dan memberikan penghormatan atas tradisi budaya
masyarakat adat di wilayah pesisir serta turut melaksanakan tanggungjawab sosial
perusahaan (Corporate social Responsibility). Pengaturan tanggung jawab penanaman
modal antara lain untuk memperbesar tanggungjawab terhadap lingkungan, serta
mendorong ketaatan penanaman modal terhadap peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah laut dan pesisir.

Pengaturan pemanfaatan sumber daya alam merup akan kewenangan pemerintah,
penegakan hukum administrasi perlu diatur guna mengatasi masalah kemiskinan di
wilayah pesisir, karena pemanfaatan di wilayah laut dan pesisir merupakan kewenangan
pemerintah. Namun dalam kenyataanya penegakan hukum melalui perizinan sulit
diterapkan. Daerah mengeluarkan izin untuk kegiatan dalam batas wilayah daerah
tetapi ada pula wewenang perizinan di bidang tertentu yang tidak diberikan kepada
daerah karena berbagai Undang-undang sektoral menentukan perizinan ada pada
Pemerintah/Menteri.

Daerah tidak diberikan wewenang untuk pemberian izin, sehingga daerah tidak dapat
melaksanakan penegakan hukum administrasi di wilayah pesisir dan laut yang
sebenarnya menjadi wewenang daerah. Hal ini menunjukkan pembatasan wewenang
yang sudah diberikan melalui desentralisasi kepada daerah otonom. Hal ini
bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Ketentuan Pasal 36 Perda Sulut Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Laut Berbasis Masyarakat di propinsi Sulawesi Utara menentukan bahwa
Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan usaha di wilayah laut dan pesisir
wajib memperhatikan keberlanjutan kelestarian lingkungan, melindungi masyarakat
pesisir, dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Ketentuan ini dilandasi
pemikiran bahwa masyarakat pesisir merupakan bagian kehidupan dari ekosistem,
pelaksanaan hukum harus sesuai dengan realita masyarakat. Negara, masyarakat dan
badan hukum pada dasarnya merupakan subjek hukum yang dapat menjadi pendukung
hak dan kewajiban dalam pengelolaan dan pemanfaatan daerah pesisir sedangkan yang
menjadi objek hukum adalah sumber daya alam di wilayah laut dan pesisir sehingga
pengaturan pemanfaatan sumber daya alam harus diwujudkan berdasarkan sistem
hukum nasional.

Pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkeadilan sebagai fokus penelitian
dikarenakan beberapa alasan antara lain: (1) Pemanfaatan potensi sumber daya
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prikanan terkait dengan hajat hidup orang banyak. Sejak dahulu sumber daya
dilestarikan untuk mempertahankan hidup dengan kemampuan yang tradisional, hal ini
tentu tidak akan dapat meningkatkan kesejahtraan tanpa ditopang oleh kebijakan yang
adil, saat ini masyarakat tersebut tidak mendapatkan keadilan sesuai hukum yang ada;
(2) Pengaturan hukum terhadap pemajuan hak-hak tradisional sangat diperlukan, selain
memberikan peningkatan terhadap kelestarian sumber daya perikanan, juga dapat
meningkatkan kesejahteraan rakyat (3) Kebijakan/pengaturan hukum terhadap
pemajuan hak-hak tradisional/nelayan melalui pengaturan.

Perumusan Masalah: Bagaimana pemanfaatan sumber daya perikanan berbasis
penegakan hukum dan keadilan di wilayah laut dan pesisir Provinsi Sulawesi Utara,
bagaimana realitas pelaksanaan pemanfaatan sumber daya perikanan berbasis
penegakan hukum dan keadilan di wilayah laut dan pesisir Provinsi Sulawesi Utara, dan
bagaimana solusi pemanfaatan vyang berkeadilan untuk pemajuan hak-hak
tradisional/nelayan terhadap pemanfaatan sumber daya perikanan berbasis penegakan
hukum dan keadilan di wilayah laut dan pesisir Provinsi Sulawesi Utara.

2. Metode

Tempat dan Waktu Penelitian. Kegiatan penelitian ini, rencana dilaksanakan di Sulawesi
Utara lebih khusus di wilayah laut dan pesisir manado dan Bitung Sulawesi utara yakni,
sebagai waktu yang diperlukan dalam pengambilan data penelitian selama kurang lebih
12 bulan mulai dari persiapan sampai penyusunan laporan penelitian.

Bahan dan Alat. Sebagai kebutuhan bahan yang diperlukan untuk mencapai kegiatan
penelitian meliputi kertas A-4, tinta computer, pena, buku harian, Daftar kuesioner
untuk wawancara, Tape Recorder untuk Rekaman, foto digital untuk pembuktian dalam
penelitian, dan Hardist External untuk meyimpan data, kepustakaan dalam mendukung
penelitian.

Tipe Penelitian. Kegiatan penelitian dalam kaitan pengambilan data yang akan
dilaksanakan terdiri dari penelitian hukum normative dan penelitian hukum empiris.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis (hukum normative), vaitu
penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma hukum, kaidah, dan doktrin yang
terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi.? Penelitian hukum
empiris merupakan penelitian tentang fakta-fakta di lapangan dengan cara melakukan
wawancara dan melalui daftar kuesioner kepada pihak-pihak yang berkompeten serta
berdasarkan pada lokasi penelitian yang telah ditetapkan.

Penetapan Lokasi Pengambilan Data. Untuk memperoleh data tersebut, ditetapkan
lokasi penelitian yaitu di wilayah laut dan pesisir Sulawesi utara khususnya yang ada di
pesisir Manado dan Bitung seperti. Lokasi penelitian ini ditetapkan karena wilayah
pesisir Kota Manado dan Bitung, ini memiliki sumber daya perikanan, informasi yang

2 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Press. Jakarta, 1995, HIm.15
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didapat bahwa sumber daya yang ada dikuasai oleh investor dan masyarakat
tradisional/nelayan sebagian besar masih hidup miskin dan seharusnya mereka
mendapat perhatian karena secara historis mereka tinggal dan hidup berdekatan
dengan sumber daya alam.

Populasi dan Sampel. Populasi dalam penelitian ini mencakup para pihak yang terkait
dalam kegiatan menunjang peningkatan taraf hidup masyarakat pesisir di pulau
Bunaken . Poipulasi terdiri dari: Pemerintah Desa setempat, Pimpinan dan staf
perusahaan. Nelayan Tradisional dan masyarakat Lokal, LSM

Adapun penarikan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling (penarikan sampe
Ibertujuan). Yaitu pengambilan sampel sebagai sumber data dengan petimbangan
tertentu, misalnya orang tersebut paling tahu tentang apa yang diharapkan peneliti atau
mungkin dia sebagai yang paling tahu tentang keberadaan laut dan pesisir tersebut
sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi social yang diteliti3

Teknik Pengumpulan Data. Untuk mengumpukan data yang diperlukan maka
dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: Wawancara, yaitu metode atau
teknik untuk mengumpulkan data secara langsung dari nara sumber dengan
menggunakan pedoman wawancara; Kuesioner, yaitu metode atau teknik untuk
mengumpulkan data secara langsung dari masyarakat sebagai pekerja pada perusahaan,
maupun masyarakat tradisional maupun local, vyang ada di pulau tersebut;

3 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2010, HIm.218-219
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Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan menelusuri, dokumen-dokumen yang
mencakup Undang-Undang dan peraturan-peraturan terkait, data-data penting
mengenai investor, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, buku-buku teks,
dan jurnal-jurnal hukum sebagai bahan kajian yang relevan dengan penelitian.

3. Hasil Penelitian

Pengaturan pemanfaatan sumber daya alam merupakan kewenangan pemerintah,
penegakan hukum administrasi perlu diatur guna mengatasi masalah kemiskinan di
wilayah pesisir, karena pemanfaatan di wilayah laut dan pesisir merupakan kewenangan
pemerintah. Namun dalam kenyataanya penegakan hukum melalui perizinan sulit
diterapkan. Daerah mengeluarkan izin untuk kegiatan dalam batas wilayah daerah
tetapi ada pula wewenang perizinan di bidang tertentu yang tidak diberikan kepada
daerah karena berbagai Undang-undang sektoral menentukan perizinan ada pada
Pemerintah/Menteri.

Daerah tidak diberikan wewenang untuk pemberian izin, sehingga daerah tidak dapat
melaksanakan penegakan hukum administrasi di wilayah pesisir dan laut yang
sebenarnya menjadi wewenang daerah . Hal ini menunjukkan pembatasan wewenang
yang sudah diberikan melalui desentralisasi kepada daerah otonom. Hal ini
bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Ketentuan Pasal 36 Perda Sulut Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Laut Berbasis Masyarakat di propinsi Sulawesi Utara menentukan bahwa
Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan usaha di wilayah laut dan pesisir
wajib memperhatikan keberlanjutan kelestarian lingkungan, melindungi masyarakat
pesisir, dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Ketentuan ini dilandasi
pemikiran bahwa masyarakat pesisir merupakan bagian kehidupan dari ekosistem,
pelaksanaan hukum harus sesuai dengan realita masyarakat. Negara , masyarakat dan
badan hukum pada dasarnya merupakan subjek hukum yang dapat menjadi pendukung
hak dan kewajiban dalam pengelolaan dan pemanfaatan daerah pesisir sedangkan yang
menjadi objek hukum adalah sumber daya alam di wilayah laut dan pesisir sehingga
pengaturan pemanfaatan sumber daya alam harus diwujudkan berdasarkan sistem
hukum nasional.

Model kebijakan pengaturan pemanfaatan sumber daya perikanan di wilayah laut dan
pesisir Provinsi Sulawesi Utara dengan menelaah dan mengkaji peraturan perundang-
undangan, kewenangan lembaga, dan eksistensi pemajuan hak-hak tradisional/nelayan.
Semuanya ini didukung oleh teori keadilan dari John Rawls yakni “Kesetaraan bagi
semua orang, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam
bentuk pemanfaatan sumber daya alam (“social goods”)” artinya untuk menemukan
suatu pengaturan hukum vyang berkeadilan, maka kebijakan terkait dengan sumber
daya perikanan adalah (1) mempunyai keberpihakan pada pemajuan  hak-hak
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tradisional dan pelestarian lingkungan di wilayah laut dan pesisir Provinsi Sulawesi
Utara. (2)realisasi mewujudkan suatu pemanfaatan sumber daya perikanan yang
berkeadilan di wilayah laut dan pesisir Provinsi Sulawesi Utara dan (3) konsep yang ideal
pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkeadilan di Provinsi Sulawesi Utara.
Gagasan fundamental penelitian adalah  Hukum Laut khususnya sumber daya
perikanan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) mengandung arti
bahwa Negara sebagai pemilik laut dan pesisir sumber daya yang ada di wilayah
Indonesia, negara mempunyai kekuasaan untuk mengatur bumi air dan kekayaan alam
yang terkandung dalamnya supaya dipergunakan sebesar-besarnya untuk
kesejahteraan rakyat.

4. Kesimpulan

Membuat suatu konsep ideal khususnya mengenai pengaturan hukum yang berkeadilan
terhadap pemajuan hak-hak tradisional/nelayan pemanfaatan sumber daya
kemaritiman vyaitu dengan melakukan harmonisasi dengan berbagai pendekatan seperti
pendekatan humanis dan ekologis, pendekatan integralistis, dan pendekatan partisipasi
serta adanya konsistensi dan komitment pelaku usaha dengan pendekatan kemitraan
yang kesemuanya terangkum dalam konsep pengaturan pemanfaatan yang berkeadilan
yang dapat memberikan pemajuan hak-hak tradisional/nelayan secara holistic dan
proporsional.
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